Soal DPR Bisa Copot Pejabat,
Adian Napitupulu: Elo Nggak
Setuju, Bawa ke MK!

Category: Politik
written by Redaksi | 06/02/2025

= N
| [‘+ r-.ﬂ_

}4"

g

ORINEWS.id — Dalam revisi peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020
tentang tata tertib disebutkan DPR bisa mencopot pejabat
negara. Aturan baru tersebut, menuai polemik di tengah
masyarakat dan disebut sebagai senjata untuk menekan lembaga
tertentu.

Menanggapi hal itu, Wasekjen PDIP Adian Napitupulu menegaskan
bahwa jika ada masyarakat yang kurang berkenan dengan aturan
tersebut, ia mempersilakan agar mengajukan keberatan kepada
Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diuji.

“Ya bisa dibawa ke MK kalau gak setuju. Gampang saja kok ada
mekanismenya. Kalau tidak setuju, kan ada mekanisme tidak
setuju. Kita tuh sekarang punya mekanisme, elo tidak setuju,
ketika bertentangan sama UU ya elo JR (Judicial Review),
ketika bertentangan sama konstitusi, ya elo bawa ke MK,” tegas
Adian di Gedung Nusantara, Komplek DPR, Senayan, Kamis, 6
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Februari 2025.

Menurutnya, semua masyarakat bisa mengikuti uji yudisial
tentang peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak
sesual dengan konstitusi.

“Dan kita mau semua masyarakat bisa mengikuti mekanisme itu.
Sehingga ketidaksetujuan itu disalurkan 1lewat mekanisme
konstitusional. Itu saja,” tandasnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sturman Panjaitan
melaporkan hasil pembahasan di Baleg tentang perubahan Tatib.
Dalam pembahasan tersebut, ada penambahan Pasal 228 A.

Pada ayat (1) mengatur pejabat negara yang ditetapkan dalam
rapat paripurna DPR bisa dilakukan evaluasi berkala.

“Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga
kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana
dimaksud Pasal 227 ayat (2) DPR dapat melakukan evaluasi
secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam
Rapat Paripurna DPR,” demikian Sturman Panjaitan.[source:rmol]



